
No.1204, 2014 BKN. Pensiun Pokok. Pensiunan PNS.
Janda/Dudanya. Penetapan. Petunjuk Teknis.

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK

PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan
Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya, perlu menetapkan Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Teknis
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang
Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2906);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098)
sebagaimana telah enam belas kali diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan
Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang
Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil dan Janda/Dudanya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 111);

6. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang
Badan Kepegawaian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 128);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN
POKOK PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
JANDA/DUDANYA.

Pasal 1

Petunjuk teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

Pasal 2

Untuk memudahkan dalam menetapkan pensiun pokok, telah ditetapkan
daftar pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok
Janda/Duda, pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang
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tewas, dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai
Negeri Sipil yang tewas berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1969, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 3

Untuk mempermudah pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun
2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor
7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Penetapan Pensiun Pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya, sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III dan Lampiran IV yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Pasal 4

Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak 1 Januari
2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Agustus 2014

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 27 Agustus 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN



2014, No.1204 4

LAMPIRAN I

PERATURAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 25 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK
PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

PETUNJUK TEKNIS PENETAPAN PENSIUN POKOK

PENSIUNAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN JANDA/DUDANYA

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, maka terjadi
perbedaan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya antara yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah tersebut dengan yang ditetapkan berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku sebelumnya.

2. Untuk mengatasi terjadinya perbedaan pensiun pokok sebagaimana
dimaksud pada angka 1, pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1
Januari 2014 dan sebelum tanggal 1 Januari 2014, perlu disesuaikan
kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014
tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya.

3. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tersebut terdapat
penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji
pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014,
penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji
pokok menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebelumnya, dan penyesuaian pensiun pokok yang pensiun pokoknya
seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014 tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, serta pemberian tambahan
penghasilan bagi penerima pensiun yang pensiun pokoknya setelah
disesuaikan tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan
penghasilan atau mengalami kenaikan penghasilan kurang dari 4%
(empat persen).

4. Untuk memperlancar penetapan dan penyesuaian pensiun pokok
serta pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
angka 3, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
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Negara tentang Petunjuk Teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya.

B. Tujuan

Petunjuk teknis Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil
dan Janda/Dudanya, bertujuan sebagai pedoman bagi pejabat yang
berkepentingan dalam melaksanakan:

1. penetapan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya yang pensiun pokoknya ditetapkan atas dasar gaji
pokok menurut Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;

2. penyesuaian pensiun pokok bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya yang:

a. pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 tetapi telah ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013; dan

b. diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2014 dan sebelum
tanggal 1 Januari 2014 yang pensiun pokoknya telah
ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013.

3. pemberian tambahan penghasilan bagi penerima pensiun yang
pensiun pokoknya setelah disesuaikan tidak mengalami kenaikan
atau mengalami penurunan penghasilan atau mengalami kenaikan
penghasilan kurang dari 4% (empat persen).

II. PENETAPAN PENSIUN POKOK

A. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya

1. Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan
hak pensiun sejak 1 Februari 2014, pensiun pokoknya ditetapkan
sebagai berikut:

a. pensiun Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya ditetapkan
sebagaimana tercantum dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-
XVII Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

b. pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokoknya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I sampai
dengan Daftar B-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini;

c. pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas,
pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam
Daftar C-I sampai dengan Daftar C-IV Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini; dan
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d. pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri
Sipil yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun
Anak, pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Daftar D-I sampai dengan Daftar D-IV Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

2. Pejabat yang berwenang dalam menetapkan pensiun pokok Pensiunan
Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya harus berdasarkan daftar
pensiun pokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

B. Cara Menetapkan Pensiun Pokok

1. Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang diberikan hak pensiun sejak tanggal 1
Februari 2014 pensiun pokoknya ditetapkan sebagaimana tercantum
dalam Daftar A-I sampai dengan Daftar A-XVII Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. Lorendi Simanjuntak, MM
NIP.195408281984121001 pangkat terakhir Pembina Utama Madya
golongan ruang IV/d jabatan Kepala Dinas Perkebunan pada
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, pada akhir bulan Agustus 2014
akan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, dan
diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 September 2014.
Pada saat diberhentikan yang bersangkutan memiliki masa kerja
pensiun 29 tahun 8 bulan dan kepada yang bersangkutan telah
diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi Pembina Utama
golongan ruang IV/e, dengan gaji pokok sebesar Rp4.683.600,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014). Untuk
mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok yang bersangkutan,
lihat Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini pada Daftar A–XVII
nomor urut 165 dan kemudian tarik garis lurus ke kanan sampai
dengan lajur 16, maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar
Rp3.485.200,00 atau lihat Lampiran I Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2014 pada Daftar I-Q nomor urut 179 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Ir. Lorendi Simanjuntak, MM terhitung mulai
tanggal 1 September 2014 ditetapkan sebesar Rp3.485.200,00
sebulan.

2. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia pada tanggal 1 Januari
2014 dan setelah tanggal 1 Januari 2014, atau Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil yang meninggal dunia dan terakhir digaji berdasarkan
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Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014, pensiun pokok
Janda/Dudanya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar B-I
sampai dengan Daftar B-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Septian Suryahadi, S.E.,
NIP.196112221985011001 jabatan Sekretaris pada Dinas Pertanian
Pemerintah Kabupaten Kebumen meninggal dunia pada tanggal 20
Mei 2014 dengan meninggalkan seorang Istri bernama Ny. Sri Rahayu
Saputri, yang berhak menerima pensiun Janda. Ketika hidupnya
pangkat terakhir Sdr. Septian Suryahadi, S.E., Pembina Tingkat I
golongan ruang IV/b dengan gaji pokok sebesar Rp4.400.900,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014). Untuk
mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda yang
bersangkutan, lihat Lampiran II yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini
pada Daftar B–IV golongan ruang IV/b nomor urut 15 lajur 4 dan 5,
maka akan didapatkan pensiun pokok sebesar Rp1.588.200,00 atau
lihat Lampiran II Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 pada
Daftar II-N nomor urut 45 lajur 2 dan 3.

Jadi pensiun pokok Ny. Sri Rahayu Saputri Janda almarhum Septian
Suryahadi, S.E., terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 ditetapkan
sebesar Rp1.588.200,00 sebulan.

3. Penetapan Pensiun Pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang
Tewas

Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2014 dan
setelah tanggal 1 Januari 2014, pensiun pokok Janda/Dudanya
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar C-I sampai dengan
Daftar C-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dr. Umar Alfaruq, S.E. M.Si
NIP.195911081983031002 pangkat Pembina Utama Madya golongan
ruang IV/d jabatan Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset Daerah pada Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, tewas
pada tanggal 13 Juni 2014 dan meninggalkan seorang Istri bernama
Ny. Iyet Maryati yang berhak menerima pensiun Janda. Kepada
almarhum Dr. Umar Alfaruq, S.E. M.Si tersebut telah diberikan
kenaikan pangkat anumerta menjadi Pembina Utama golongan ruang
IV/e, dengan gaji pokok sebesar Rp4.831.100,00 (berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014). Untuk
mendapatkan/mencari besarnya pensiun pokok Janda dari Pegawai
Negeri Sipil yang tewas tersebut lihat Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini pada Daftar C-IV golongan ruang IV/e nomor urut 14 lajur
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10 dan 11, maka akan didapatkan pensiun pokok Janda sebesar
Rp3.483.200,00 atau lihat Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2014 pada Daftar III-Q nomor urut 98 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok Ny. Iyet Maryati janda almarhum
Dr. Umar Alfaruq, S.E. M.Si terhitung mulai tanggal 1 Juli 2014
ditetapkan sebesar Rp3.483.200,00 sebulan.

4. Penetapan Pensiun Pokok yang diberikan Kepada Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

Pegawai Negeri Sipil yang tewas pada tanggal 1 Januari 2014 dan
setelah tanggal 1 Januari 2014 yang tidak meninggalkan Istri/Suami
ataupun Anak, pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua
ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Daftar D-I sampai dengan
Daftar D-IV Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Sapto Wardono, S.E.
NIP.198301122007031001 pangkat Penata Muda Tingkat I golongan
ruang III/b jabatan Bendaharawan pada Dinas Kesehatan Pemerintah
Kota Depok, tewas pada tanggal 13 Juni 2014 dan tidak
meninggalkan Istri atau Anak, sehingga hak pensiunnya diberikan
kepada Orang Tuanya yang bernama Santoso.

Kepada almarhum Sapto Wardono, S.E. tersebut telah diberikan
kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata golongan ruang III/c,
dengan gaji pokok sebesar Rp2.763.300,00 (berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014). Untuk mendapatkan/mencari
besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut, lihat Daftar D-III golongan
ruang III/c nomor urut 4 lajur 2 dan 4 Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini, maka akan didapatkan pensiun pokok Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebesar Rp398.240,00 atau lihat
Lampiran IV Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 pada Daftar
IV-K nomor urut 16 lajur 2 dan 3.

Jadi besarnya pensiun pokok yang diberikan kepada Santoso Orang
Tua dari almarhum Sapto Wardono, S.E. terhitung mulai tanggal 1
Juli 2014 ditetapkan sebesar Rp398.240,00 sebulan.

III. PENETAPAN KEMBALI PENSIUN POKOK

1. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Pegawai Negeri Sipil.

1) Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya seharusnya
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014
dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, tetapi telah
ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
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dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, maka dasar pensiun
dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Pada akhir Januari 2014 seorang Pegawai Negeri Sipil bernama
Saefudin Komar, S.Kom, M.Kom. NIP.195803111981081003, pangkat
Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, Kepala Bagian Pengolahan
Informasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah
Kabupaten Supiori, pada bulan Maret 2014 telah mencapai usia 56
(lima puluh enam) tahun tetapi yang bersangkutan tidak bersedia lagi
melaksanakan tugas sampai mencapai batas usia pensiun 58 (lima
puluh delapan) tahun sehingga yang bersangkutan mengajukan
permohonan berhenti atas permintaan sendiri kepada Pejabat Pembina
Kepegawaian, selanjutnya yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada akhir bulan Maret dengan
diberikan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 April 2014 dengan
pensiun pokok sebesar Rp3.024.100,00 (berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013) pensiun pokok tersebut ditetapkan
atas dasar masa kerja pensiun 32 tahun 7 bulan dan gaji pokok
terakhir berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013
sebesar Rp4.025.000,00.

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut
harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

a) dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp4.025.000,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013) menjadi
sebesar Rp 4.266.500,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2014).

b) terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 pensiun pokok ditetapkan
kembali dari Rp3.024.100,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2013) menjadi sebesar Rp3.205.500,00 (lihat Daftar I-N
nomor urut 154 lajur 2 dan 3 Lampiran I Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2014, atau Daftar A-XIV nomor urut 169 lajur 17
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini). apabila dalam
surat keputusan pensiun tersebut telah sekaligus ditetapkan
pemberian pensiun Janda, maka pensiun pokoknya ditetapkan
kembali dari sebesar Rp1.452.300,00 (Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013) menjadi sebesar Rp1.539.500,00 (lihat Daftar II-N
nomor urut 41 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2014, atau lihat Daftar B-IV golongan ruang IV/b
nomor urut 14 lajur 4 dan 5 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini).

2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dibuat secara
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kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran
I-a yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, keputusan penetapan kembali dasar pensiun
dan pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya dibuat secara individu/perorangan menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-a yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

2. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil

1) Pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang pensiun pokoknya
seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, tetapi
telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun
2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, maka dasar
pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan kembali berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Pada bulan Maret 2014 telah ditetapkan keputusan pensiun Janda
atas nama Ny. Nurul Jannah, Janda almarhum Achmad Nasution,
S.H., NIP.195907231989031004 yang meninggal dunia pada tanggal 12
Februari 2014. Ketika hidupnya Sdr. Achmad Nasution, S.H. pangkat
Pembina golongan ruang IV/a dengan gaji pokok terakhir
Rp3.743.700,00 dan kepada Istrinya telah ditetapkan pemberian
pensiun Janda terhitung mulai tanggal 1 Maret 2014 dengan pensiun
pokok sebesar Rp1.351.900,00 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013.

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut
harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp3.743.700,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013) menjadi
sebesar Rp3.968.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2014).

b. terhitung mulai tanggal 1 Februari 2014 pensiun pokok Janda
ditetapkan kembali dari Rp1.351.900,00 (berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013) menjadi sebesar Rp1.432.900,00
(lihat Daftar II-M nomor urut 32 lajur 2 dan 3 Lampiran II Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, atau Daftar B-IV nomor urut 13
lajur 2 dan 3 Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).

2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok
Janda/Duda tersebut dibuat secara kolektif menurut contoh
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sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun
pokok Janda/Duda dibuat secara individu/perorangan menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

3. Penetapan Kembali Pensiun Pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil
yang Tewas

1) Pensiun Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas yang
pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2014, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus
ditetapkan kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34
Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Pada bulan Juni 2014 pejabat yang berwenang telah menetapkan
keputusan pensiun Janda kepada Ny. Safinatunnajah Janda almarhum
Santaki, S.IP NIP.196306151987051005 yang tewas pada tanggal 1
Mei 2014. Kepada almarhum Sdr. Santaki, S.IP telah diberikan
kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi menjadi Penata
golongan ruang III/c dengan gaji pokok terakhir Rp3.340.800,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013) dan kepada
Istrinya telah ditetapkan pemberian pensiun Janda terhitung mulai
tanggal 1 Juni 2014 dengan pensiun pokok sebesar Rp2.416.500,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013).

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut
harus ditetapkan kembali, sebagai berikut:

a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp3.340.800,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013) menjadi
sebesar Rp3.541.300,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2014).

b. terhitung mulai tanggal 1 Juni 2014 pensiun pokok Janda dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut ditetapkan kembali dari
sebesar Rp2.416.500,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2013) menjadi sebesar Rp2.561.600,00 (lihat Daftar III-K nomor
urut 64 lajur 2 dan 3 Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014 atau Daftar C-III nomor urut 12 lajur 6 dan 7
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini).
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2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok
Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dibuat menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-b yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun
dan pensiun pokok Janda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat
secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-b yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4. Penetapan Kembali Pensiun Pokok yang Diberikan kepada Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

1) Pensiun yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil
yang tewas dan tidak meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak yang
pensiun pokoknya seharusnya ditetapkan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014, tetapi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 22 Tahun 2013 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun
2013, maka dasar pensiun dan pensiun pokoknya harus ditetapkan
kembali berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Pada bulan April 2014 pejabat yang berwenang telah menetapkan
keputusan pensiun Orang Tua kepada Sdr. Sukoco Orang Tua dari
almarhum Abdurrahman, S.E., NIP.198608132010031002 yang tewas
pada tanggal 11 Maret 2014. Kepada almarhum Abdurrahman, S.E.
telah diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi
menjadi Penata muda Tk.I golongan ruang III/b dengan gaji pokok
terakhir Rp2.424.700,00 (Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013)
dan kepada Sdr. Sukoco Orang Tua dari almarhum Abdurrahman, S.E.
telah ditetapkan pemberian pensiun terhitung mulai tanggal 1 April
2014 dengan pensiun pokok sebesar Rp350.620,00 (berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013).

Dalam hal demikian, maka gaji pokok dan pensiun pokok tersebut
harus ditetapkan kembali, yang diberikan kepada Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas sebagai berikut:

a. dasar pensiun ditetapkan kembali dari sebesar Rp2.424.700,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013) menjadi
sebesar Rp2.570.200,00 (berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor
34 Tahun 2014).

b. terhitung mulai tanggal 1 April 2014 pensiun pokok yang diberikan
kepada Sdr. Sukoco Orang Tua dari almarhum Abdurrahman
tersebut ditetapkan kembali dari Rp350.620,00 (Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013) menjadi sebesar Rp371.640,00
(lihat Daftar IV-J nomor urut 31 lajur 2 dan 3 Lampiran IV
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Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, atau Daftar D-III
nomor urut 3 lajur 2 dan 4 Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini).

2) Keputusan penetapan kembali dasar pensiun dan pensiun pokok yang
diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas
tersebut dibuat menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-c yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penetapan kembali dasar pensiun
dan pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai
Negeri Sipil yang Tewas dibuat secara individu/perorangan menurut
contoh sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-c yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan
Kepegawaian Negara ini.

IV. PENYESUAIAN PENSIUN POKOK

A. Pejabat yang Berwenang Menyesuaikan Pensiun Pokok

1. Penyesuaian pensiun pokok Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun pokok Janda/Duda dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan pensiun pokok yang diberikan
kepada Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dan tidak
meninggalkan Istri/Suami ataupun Anak, ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

2. Dalam menetapkan keputusan penyesuaian pensiun pokok tersebut,
Kepala Badan Kepegawaian Negara dapat mendelegasikan
wewenangnya/memberikan kuasa kepada pejabat lain di
lingkungannya.

B. Berlakunya Penyesuaian Pensiun Pokok Baru

Penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan
Janda/Dudanya berlaku terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, bagi
yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2014 dan sebelum
tanggal 1 Januari 2014 dan yang pensiun pokoknya telah
ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2013.

C. Yang Berhak Disesuaikan

Pensiun pokok yang disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2014 adalah:

1. Pensiun pokok yang telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 serta diberikan hak
pensiun pada tanggal 1 Januari 2014 dan sebelum tanggal 1 Januari
2014, yang terdiri dari:
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a. pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

b. pensiun pokok Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil;

c. pensiun pokok Janda/Duda dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas;
dan

d. pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai
Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Suami
ataupun Anak.

2. Pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan pensiun pokok
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil termasuk pula tunjangan yang
bersifat pensiun bagi bekas Tentara Koninklijk Nederland Indische
Leger (KNIL/KM).

D. Cara Menyesuaikan Pensiun Pokok

Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya yang diberikan
hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2014 dan sebelum tanggal 1 Januari
2014 dan yang pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 sebagai
berikut:

a. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil

1) Pensiun pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil yang penetapan
pensiunnya telah sekaligus dengan pemberian pensiun
Janda/Dudanya, dan pensiun pokoknya telah ditetapkan/
disesuaikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2013 serta diberikan hak pensiun pada tanggal 1
Januari 2014 dan sebelum tanggal 1 Januari 2014, terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2014 pensiun pokoknya disesuaikan
menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan
pensiun pokok lama dalam Lampiran V Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2014, dan pensiun pokok Janda/Dudanya
disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum dalam lajur 3
segaris dengan pensiun pokok lama dalam Lampiran V
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Andi Hidayat
NIP.195712201980031001, pangkat terakhir Pembina
golongan ruang IV/a jabatan Kepala Seksi Tata Usaha pada
Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Kabupaten Timor
Tengah Utara, yang bersangkutan diberhentikan dengan
hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 dengan pensiun pokok
sebesar Rp2.989.800,00 sebulan. Kepada Istrinya bernama Ny.
Dwiyanti Rahayu telah ditetapkan sekaligus pemberian
pensiun Jandanya dengan pensiun pokok sebesar
Rp1.444.700,00 sebulan yang ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.
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Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari
2014 pensiun pokok Sdr. Andi Hidayat tersebut disesuaikan
menjadi sebesar Rp3.109.400,00 (lihat Daftar V-M nomor urut
151 lajur 2 dan 3 Lampiran V Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014) dan besarnya pensiun pokok Janda yang
ditetapkan kepada Istrinya disesuaikan menjadi
Rp1.502.500,00 (lihat Daftar VI-M nomor urut 40 lajur 2 dan 3
Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil dan Janda/Dudanya tersebut dibuat secara
kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-d yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, keputusan penyesuaian pensiun pokok
Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya dibuat
secara individu/perorangan menurut contoh sebagaimana
tercantum dalam Anak Lampiran I-d yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian
Negara ini.

b. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai
Negeri Sipil

1) Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil
yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1 Januari 2014 dan
sebelum tanggal 1 Januari 2014, terhitung mulai tanggal 1
Januari 2014 disesuaikan menjadi sebagaimana tercantum
dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama dalam
Lampiran VI Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Abu Bakar Bestari, S.H. adalah penerima pensiun Duda
Pegawai Negeri Sipil dari almarhumah Ny. Siti Fatonah, S.E.
NIP.196009131982032001 yang meninggal dunia pada tanggal
11 September 2013. Ketika hidupnya Ny. Siti Fatonah, S.E.
pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, jabatan Kepala
Subbagian Keuangan Dinas Pertanian pada Pemerintah
Kabupaten Barito Utara dengan gaji pokok Rp3.704.900,00.
Kepada Sdr. Abu Bakar Bestari, S.H. tersebut telah diberikan
pensiun Duda terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2013 dengan
pensiun pokok sebesar Rp1.337.300,00 yang ditetapkan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Januari
2014 pensiun pokok Sdr. Abu Bakar Bestari, S.H. Duda
almarhumah Ny. Siti Fatonah, S.E. disesuaikan dari
Rp1.337.300,00 menjadi sebesar Rp1.390.800,00 sebulan,
(lihat Daftar VI-L nomor urut 31 lajur 2 dan 3 Lampiran VI
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).
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2) Dalam hal terdapat pemberian bagian pensiun Janda dan/atau
bagian pensiun Janda yang diterimakan kepada Anak/Anak-
Anak, maka untuk perhitungan penyesuaian bagian pensiun
tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu pada pensiun
pokok Janda yang belum dibagi, kemudian disesuaikan
sebagaimana ketentuan tersebut dalam huruf a dan setelah
didapatkan pensiun pokok Janda yang baru dibagi sesuai
dengan jumlah bagian Janda atau Anak/Anak-Anaknya.

Contoh:

Seorang Pensiunan Pegawai Negeri Sipil bernama Sarifuddin,
S. Sos NIP.195705151985031002 pangkat Pembina golongan
ruang IV/a dengan pensiun pokok berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013 sebesar Rp2.823.100,00
sebulan yang ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar
Rp3.983.300,00 dengan masa kerja pensiun 28 tahun 4 bulan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013.
Pada tanggal 12 November 2012 Sdr. Sarifuddin, S.Sos
meninggal dunia dengan meninggalkan 2 (dua) orang Istri yang
sah bernama Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Gusti Ayu Meliati.
Dalam surat keputusan pensiun almarhum Sarifuddin, S.Sos
telah ditetapkan sekaligus pemberian bagian pensiun Janda
sebesar setengah bagian dari Rp1.444.700,00 atau masing-
masing sebesar Rp722.350,00 sebulan.

Dalam hal demikian, untuk dapat menyesuaikan bagian
pensiun Janda Ny. Neneng Nurhayati dan Ny. Gusti Ayu
Meliati, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 pensiun
pokoknya disesuaikan dari Rp1.444.700,00 menjadi
Rp1.502.500,00 (lihat Daftar VI-M nomor urut 40 lajur 2 dan 3
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014). Kemudian
pensiun pokok baru tersebut dibagi 2 (dua) sehingga masing-
masing bagian pensiun janda disesuaikan dari Rp722.350,00
menjadi Rp751.250,00.

3) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai
Negeri Sipil atau bagian pensiun Janda tersebut dibuat secara
kolektif menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

4) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil atau bagian pensiun Janda
tersebut dibuat secara individu/perorangan menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

c. Penyesuaian Pensiun Pokok Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai
Negeri Sipil yang Tewas
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1) Pensiun pokok Pensiunan Janda/Duda dari Pegawai Negeri
Sipil yang tewas yang diberikan hak pensiun pada tanggal 1
Januari 2014 dan sebelum tanggal 1 Januari 2014 serta
pensiun pokoknya telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan menjadi sebagaimana
tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun pokok lama
dalam Lampiran VII Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2014.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. Desmond
Sitanggang, M.Si. NIP.196310101986031003, pangkat terakhir
Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c tewas pada tanggal
10 Oktober 2013 dengan meninggalkan seorang Istri bernama
Ny. Deswinta. Kepada almarhum Drs. Desmond Sitanggang,
M.Si. telah diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi
Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai
tanggal 10 Oktober 2013, dan kepada Jandanya telah
diberikan pensiun terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2013
dengan pensiun pokok Janda sebesar Rp3.151.300,00 yang
ditetapkan atas dasar gaji pokok sebesar Rp4.372.700,00
(berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2013 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013).

Dalam hal demikian, pensiun pokok Ny. Deswinta janda
almarhum Drs. Desmond Sitanggang, M.Si. tersebut terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan dari Rp3.151.300,00
menjadi Rp3.277.400,00 sebulan. (lihat Daftar VII-P, nomor
urut 94, lajur 2 dan 3 Lampiran VII Peraturan Pemerintah
Nomor 37 Tahun 2014).

2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Janda/Duda Pegawai
Negeri Sipil yang tewas dibuat kolektif menurut contoh
sebagaimana tercantum dalam Anak Lampiran I-e yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala
Badan Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok
Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat
individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-e yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.

d. Penyesuaian Pensiun Pokok yang Diberikan Kepada Orang Tua
dari Pegawai Negeri Sipil yang Tewas

1) Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua dari Pegawai
Negeri Sipil yang tewas dengan tidak meninggalkan Istri/Suami
atau Anak yang diberikan pensiun pada tanggal 1 Januari 2014
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dan sebelum tanggal 1 Januari 2014, serta pensiun pokoknya
telah ditetapkan/disesuaikan berdasarkan Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013, maka terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2014 pensiun pokoknya disesuaikan menjadi
sebagaimana tercantum dalam lajur 3 segaris dengan pensiun
pokok lama dalam Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor
37 Tahun 2014.

Contoh:

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Momon Heryana
NIP.110003333 tewas pada tanggal 17 Februari 2001 dan telah
diberikan kenaikan pangkat anumerta menjadi Penata
golongan ruang III/c dengan gaji pokok sebesar Rp901.500,00.
Ketika hidupnya Sdr. Momon Heryana tidak meninggalkan Istri
dan Anak, kepada Sdr. Ahmad Heryana Orang Tua dari
almarhum Momon Heryana telah diberikan pensiun terhitung
mulai tanggal 1 Maret 2001 dengan pensiun pokok sebesar
Rp130.920,00 sebulan yang ditetapkan atas dasar pensiun
pokok Janda/Duda tewas sebesar Rp654.600,00 (Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 jo Peraturan Pemerintah
Nomor 30 Tahun 2001).

Pensiun pokok yang diberikan kepada Orang Tua tersebut
setelah beberapa kali disesuaikan terakhir disesuaikan
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013
menjadi sebesar Rp393.640,00.

Dalam hal demikian, pensiun pokok Sdr. Ahmad Heryana
Orang Tua dari almarhum Momon Heryana tersebut terhitung
mulai tanggal 1 Januari 2014 disesuaikan dari Rp393.640,00
menjadi Rp409.400,00 sebulan (lihat Daftar VIII-K nomor urut
24 lajur 2 dan 3 Lampiran VIII Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014).

2) Keputusan penyesuaian pensiun pokok Orang Tua dari
Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat secara kolektif
menurut contoh sebagaimana tercantum dalam Anak
Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

3) Dalam hal diperlukan, Keputusan penyesuaian pensiun pokok
Orang Tua dari Pegawai Negeri Sipil yang tewas dibuat
individu/perorangan menurut contoh sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-f yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.
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V. PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

A. Yang Berhak diberikan Tambahan Penghasilan

1. Tambahan penghasilan diberikan kepada Pensiunan Pegawai Negeri
Sipil, Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang
diterimakan kepada Anak, bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak),
dan pensiun yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak
pensiun sebelum tanggal 1 Juli 2001, yang setelah pensiun pokoknya
disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014
ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan,
dan/atau mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen).

2. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah penghasilan
yang diterima pada bulan Desember 2013, tidak termasuk tunjangan
pangan.

3. Apabila terjadi mutasi keluarga sejak tanggal 1 Januari 2014, maka
penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibayarkan dengan
memperhitungkan perubahan penghasilan sesuai dengan mutasi
keluarga.

B. Besarnya Tambahan Penghasilan

Besarnya tambahan penghasilan bagi yang setelah pensiun pokoknya
disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014
ternyata:

1. tidak mengalami kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan,
kepadanya diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah
penurunan penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari
penghasilan.

2. mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen) dari
penghasilan, kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga
kenaikan penghasilannya menjadi sebesar 4% (empat persen) dari
penghasilan.

C. Tata Cara Menghitung Tambahan Penghasilan

1. Perhitungan tambahan penghasilan bagi yang setelah pensiun
pokoknya disesuaikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014 ternyata tidak mengalami kenaikan atau mengalami
penurunan penghasilan.

a. Bagi yang setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 ternyata tidak mengalami
kenaikan atau mengalami penurunan penghasilan, kepadanya
diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan
penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari
penghasilan.

b. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:
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1) menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember
2013 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

2) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, menyesuaikan pensiun
pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) ke dalam pensiun
pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2014.

3) menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok
sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan
pensiun pokok, tunjangan keluarga, dan tunjangan pangan,
untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.

4) apabila jumlah penghasilan sebagaimana tersebut angka 3) lebih
kecil atau sama dengan jumlah penghasilan sebagaimana
tersebut dalam angka 1), maka kepada yang bersangkutan
diberikan tambahan penghasilan sebesar jumlah penurunan
penghasilannya ditambah dengan 4% (empat persen) dari
penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf
a dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014.

Contoh:

Seorang penerima pensiun Janda bernama Ny. Mawar Prita
Diyani, Janda almarhum Mochamad Anshar ketika hidupnya
berpangkat Penata Muda golongan ruang III/a. Terhitung mulai
tanggal 1 Nopember 1997 telah diberikan pensiun Janda dengan
pensiun pokok sebesar Rp159.200,00 sebulan. Pensiun pokok
tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6
Tahun 1997 jo Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Pensiun pokok sebagaimana tersebut telah beberapa kali
disesuaikan dan terakhir disesuaikan terhitung mulai 1 Januari
2013 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013
menjadi Rp992.300,00. Pada bulan Desember 2013 jumlah
penghasilan yang bersangkutan sebesar Rp1.163.100,00
termasuk tambahan penghasilan berdasarkan Pasal 3 Peraturan
Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka
pensiun pokok Janda Ny. Mawar Prita Diyani, Janda almarhum
Mochamad Anshar tersebut terhitung mulai 1 Januari 2014
disesuaikan dari Rp992.300,00 menjadi Rp1.051.800,00 (lihat
Daftar VI-I nomor urut 1 lajur 2 dan 3 Lampiran VI Peraturan
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Mengingat setelah disesuaikan ke dalam pensiun pokok baru
ternyata penghasilannya mengalami penurunan sebesar
Rp62,576,00 maka kepada yang bersangkutan terhitung mulai
tanggal 1 Januari 2014 diberikan tambahan penghasilan sebesar
Rp106.400,00. Kenaikan sebesar Rp106.400,00 merupakan 4%
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(empat persen) dari Rp1.207.000,00 penghasilan pada bulan
Desember 2013 dikurangi sebesar Rp67.500,00 (tunjangan
beras).

Untuk mengetahui jumlah kenaikan atau penurunan penghasilan
dan untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan dari
contoh tersebut dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-g yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini.

2. Perhitungan tambahan penghasilan pensiun Pegawai Negeri Sipil,
pensiun Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan
kepada Anak, bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak) dan pensiun
yang diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun
sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan menurut
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, mengalami kenaikan
penghasilan kurang 4% (empat persen) dari penghasilan.

a. Bagi Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan Janda/Duda
Pegawai Negeri Sipil, pensiun yang diterimakan kepada Anak,
bagian pensiun Janda/Anak (Anak-Anak) dan pensiun yang
diterimakan kepada Orang Tua yang diberikan hak pensiun
sebelum 1 Juli 2001, setelah pensiun pokoknya disesuaikan
menurut Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014 ternyata
mengalami kenaikan penghasilan kurang 4% (empat persen) dari
penghasilan pada bulan Desember 2013, kepadanya diberikan
tambahan penghasilan sehingga kenaikan penghasilannya menjadi
sebesar 4% (empat persen).

b. Perhitungan tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Menghitung jumlah penghasilan pensiun pada bulan Desember
2013 berdasarkan pensiun pokok Peraturan Pemerintah Nomor
25 Tahun 2013, termasuk tambahan penghasilan berdasarkan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013.

2) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014, menyesuaikan
pensiun pokok sebagaimana tersebut dalam angka 1) ke dalam
pensiun pokok berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 37
Tahun 2014.

3) Menghitung jumlah penghasilan berdasarkan pensiun pokok
sebagaimana tersebut pada angka 2), dengan menjumlahkan
pensiun pokok, tunjangan keluarga dan tunjangan pangan,
untuk kemudian dikurangi iuran Asuransi Kesehatan.

4) Apabila setelah pensiun pokoknya disesuaikan ke dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014, ternyata jumlah
penghasilannya mengalami kenaikan kurang 4% (empat
persen) dari penghasilan pada bulan Desember 2013,
kepadanya diberikan tambahan penghasilan sehingga kenaikan
penghasilannya menjadi sebesar 4% (empat persen) dari
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penghasilan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (1)
huruf b dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun
2014.

Contoh:

Seorang penerima pensiun Janda bernama Ny. Nurhasanah
Janda almarhum Atmasubrata ketika hidupnya Pegawai Negeri
Sipil berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b.
Terhitung mulai tanggal 1 Nopember 1999 telah diberikan
pensiun Janda dengan pensiun pokok sebesar Rp178.500,00
sebulan. Pensiun pokok tersebut ditetapkan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 jo Peraturan
Pemerintah Nomor 30 Tahun 1997.

Pensiun pokok sebagaimana tersebut telah beberapa kali
disesuaikan dan terakhir disesuaikan terhitung mulai 1
Januari 2012 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25
Tahun 2013 menjadi Rp1.181.800,00. Pada bulan Desember
2013 jumlah penghasilan yang bersangkutan sebesar
Rp1.234.200,00 (termasuk tambahan penghasilan berdasarkan
Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2013).

Untuk menghitung besarnya tambahan penghasilan, maka
pensiun pokok Janda Ny. Nurhasanah Janda almarhum
Atmasubrata tersebut terhitung mulai 1 Januari 2014
disesuaikan dari Rp1.102.500,00 menjadi Rp1.229.100,00
(lihat Daftar VI-J nomor urut 17 lajur 2 dan 3 Lampiran VI
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2014).

Mengingat setelah disesuaikan ke dalam pensiun pokok baru
ternyata penghasilannya hanya mengalami kenaikan sebesar
Rp40.078,00 atau kurang 4% (empat persen) dari penghasilan
pada bulan Desember 2013, maka kepada yang bersangkutan
terhitung mulai tanggal 1 Januari 2014 diberikan tambahan
penghasilan sebesar Rp6.590,00 sebulan, merupakan 4%
(empat persen) dari Rp1.280.900,00 penghasilan pada bulan
Desember 2013 dikurangi sebesar Rp67.500,00 (tunjangan
pangan).

Untuk mengetahui jumlah kenaikan penghasilan dan
menghitung besarnya tambahan penghasilan dari contoh
tersebut, dapat dilihat pada tabel sebagaimana tercantum
dalam Anak Lampiran I-h yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini.
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VI. PENUTUP

1. Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara
ini dijumpai kesulitan, agar dikonsultasikan kepada Kepala Badan
Kepegawaian Negara atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan
penjelasan.

2. Demikian Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara ini dibuat untuk
dapat dilaksanakan sebaik-baiknya.

KEPALA

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EKO SUTRISNO
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